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KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen / unsur, guna
pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Agam.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan Pelaksanaan Rencana Strategis
Tahun ke 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tahun 2016-2021, penyusunan Rencana Kerja
ini merupakan jabaran dari RENSTRA Dinas. yang di dalamnya terdiri dari
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun setiap tahun agar
dapat dipedomani sebagai acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang
Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Ketenagakerjaan.

Rencana Kerjaini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak
dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Agam serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara
terarah,bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi
dengan Instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan
pelayananyang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Rencana Kerjaini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan
tugasDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2020.

Lubuk Basung, September 2019
Kepala DPMPTSP- NAKER
Kabupaten Agam

—

Ir. IJETSON.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640903 199903 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksananya, diatur
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara valuasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman  Modal
PelayananTerpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2020
merupakan rencana pelaksanaan Renstra Tahun ke 4, Renja Ini juga merupakan
dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk periode satu
tahun.Rencana tahunan ini menggambarkan program dan kegiatan OPD serta alokasi
dana yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah
ditetapkan dari masing-masing kegiatan tersebut.

Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis OPD yang telah
disusun sebelumnya,Rencana Kerja merupakan cara baaimana mengimplentasikan
dan mewujudkan target indiktar Renstra secara tahunan. Di samping itu penyusunan
Rencana Kerja juga disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2016-2021 mengingat RPJMD
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan. Ini berarti
bahwa penyusunan Rencana Kerja adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah jangka panjang dan menengah yang akhirnya tertuang
secara Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) )

Selanjutnya, Rencana Kerja akan dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan



Dokumen Penggunaan Anggaran. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja ini

berperan penting dalam penyusunan RAPBD.

12

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten

Agam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.

™

i

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-undang nomor 27 tahun 2009 teritang pelayanan terpadu Satu Pintu di
bldang penanaman modal;

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; ~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang,
Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun

2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
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10.

11.

12

14.

15

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tehapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 4817);

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolae:m Keuangan Daerah
sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
DanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana embangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2005-2025 (Lenibaran
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;

3



18.  Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Perubahan
Organisasi Perangkat (Lembaran daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor
11);

19.  Peraturan Bupati Agam Nomor 56 tahun 2016 tentang Penjabaran tugas dan
fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Ketenagakerjaan;

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberi arahan
dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun schingga rencana
kerja yang disusun tetap berada dalam koridor perwujudan Renstra Dinas Tahun 2016
s/d 20121 dan harus memperhatikan tujuan dan sarana dari RPJMD Tahun 2016 s/d
2021.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2020 serta perkiraan anggaran yvang dibutuhkan sebagai implementasi dari
renstra yang telah ditetapkan.
Merumuskan Indikator dan Target Kinerja Tahunan.

- Merumuskan jadwal dan tata cara pelaksanaan program dan kegiaian untuk
mencapai target yang telah ditetapkan.

- Merumuskan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan.

-



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Rencana Kerja ) Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam untuk tahun
anggara 2020 adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
1.2,  Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
14. Sistematika Penulisan

BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OP D
TAHUN LALU / TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Keija DPMPTSP-NAKER
Tahun Lalu (2018)
2.2. Capaian Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2018 Dengan
Target Renstra DPMPTSP- NAKER Tahun 2016 - 2021
2.3. Analisis Pencapaian Keuangan tahun 2018.
BAB I : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP -NAKER
3.3. Program dan Kegiatan
3.4. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan O P D
Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
BABIV : PENUTUP



BAB Il

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam, Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelavanan perizinan dan bidang
ketenagakerjaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelavanan Terpadu
Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam serta melibat Jatar belakang dan
mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam adalah “Terwujudnya Iklim
Penanaman Modal yang Kondusif, Berdaya Saing serta Pelayanan Terpadu dan
Ketenagakerjaan yang Berkualitas”, visi dimaksud mengacu kepada Visi Kabupaten Aygum
adalah “Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan
Beradat menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani”

Berdasarkan dan dengan mempedomani Tugas Pokok, Fungsi dan
kewenangannya Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan agar
target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Tahun 2018
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berpedoman kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2018. Renja Dinas Penanaman
Modal Pelayanan te'rpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pacda dasarnyva menvajikan
pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan vang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam selama

tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019 dan perkiraan capaian target tahun 2020.

Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan
program dan kegiatan yang baik dan tepat sasaran serta alokasi — anggaran
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